
WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 39 TABUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 4 7 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAM.ONG PRAJA 

Menimhang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Saluan Polisi Pamong 

Praja maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Rincian Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja dipandang sudah lidak sesuai 

sehingga perlu diubah ; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagai.mana 

dimaksud dalam .huruf a, pcrlu menetapkan Peraturan 

Walikota Madiun Lentang Pcrubaban Atas Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 47 Tabun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi. Rincian Togas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Saluan Polisi Pamong Praja ; 

1. Undang-Undang Norn or 12 Tahun 2011 lentang 

Pcmbentukan Pera.turan Perundang-undangan , 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pcmerintaban Daerah sebagaimana Lelah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. PeraLuran Pemerintah Nomor 18 Ta.ht.m 2016 tentang 

Perangkat Daeirah ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tenrang Pembentukan Produk Hukum Daerab ; 
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6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembenlukan dan Susunan Perangkat Daerah ; 

7. Peraturan Da-erah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tent.ang Pedoman Pcmbentukan Prociuk Hukum Dacrah 

8. Peraluran Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rinclan Tuga:, 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkau : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 47 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, RINCIAN TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan daJam Peraturan WaJikota Madiun 

Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kcdudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan r'ungsi, serta Tai.a Kerja 

Saluan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kot.a Madiun 

Tahun 2016 Nomor 47 /G), d iubah sebagai berikul : 

1 D1antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 4 dislsipkan 2 

(dua) huruf yakni a 1 dao a2, schingga Pasal 4 secara 

keseluruhan berbunyi scbagai berikut: 

Pasal4 

(!) Kepala Satpol PP sebagaimana climaksud daJam 

Pasal 3 ayat (I) huruf a mempunyai tugas rnemimp1n, 

men:unuskan, mengatur, membina, mengendalikan, 

mengkoordlnasikan dan mernpertanggungjawabkan 

kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan 

kebi;akan dacrah yang bersifal spesilik di bidang 

penegaka11 Peraturan Daerab dai1 Peraturan Walikota, 

penyelenggaraan ketcrliban umurn dan kctcntraman 

masyarakat, penanggolangan kebakaran serta 

meo_yelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayaL ( l ), Kepala Satpol PP mempunyaL fungsi : 

a. penyusunan rumusan kebijakan teknis u,rusan 

pt:merintahan dan pelayanan umum di bidang 

kerenLraman dan keLerLiban umum sesuai dengan 

kctcnLuan pcraturan pcrundang-undangan ; 

a 1. penyelenggaraan urusan pcmerintahan dan 

pelayanaa umum di bidang kctenlraman clan 

ketertiban umum scrta pcrlindungan masyarakat ; 

a2. pcnyusunan program dan pcfalcsanaan pcncgakan 

Peraturan Daerab dan Peraturan Walikota, 

peoyelenggaran l«:t1:niban umum dan ketcntraman 

masyarakat, penanggulangan kcbakaran serta 

perllndungan masyarakat , 

b. pelaksana-an kcbijakan penegakan Pcraruran 

Daerah da.n Peraluran Walikola; 

c. pelaksana.an kebijakan penyelenggaraan ketertiban 

umum dan kelentraman masyarakat 

d. pclaksanaao kcbijakan penanggulangao 

kcbakaran; 

e. pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat ; 

f. pclaksanaan koord.inasi pencgakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota sena 

penyelcnggaraan ketcrtiban umu.m dan 

ketentraman masyarakal dengan Kepolisian Negara 

Republik lndo11csia, Peny1cl1k Pegawa1 Ncgeri Sipil 

dan/ a.tau apa.ratur lainnya ; 

g. pclaksanaao pengawasan dan pembinaan Lerhadap 

masyarakat agar mematuhi clan menaati PeraLuran 

Daerab clan Peraturan Walikola ; 

h. pclaksanaao pcngawalan clan atau pcngama.nan 

pcjabat/tamu penting; 

1. polaksanaan pengamanan aset-ase1 Daerah clan 

lt.:mpal-Lempat pcnt.ing, 

J, pcngclolaan ketatausahaan: clan 

k. pelaksa.naan tugas lain yang bcrsifat kedinasan 

yang diberikan olcb Walikota. 
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2. Ketentuan pada huruf b dan huruf d ayat (2) diubah, dan 

diantara huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 5 dlsisipkan 
L (i.a.tu) huruf yakoi huru( d 1, schingga Pasal 5 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal5 

(IJ Sekreta.rial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat ( 1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan pclayanan admirustrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Sacpol PP meltpuci pengelolaan 

administrasi umum, rumah tangga, adminislrasi 

keuangan, pcrencanaan dan kepegawalan. 

(2) Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud 

pada ayal ( I), Sckrei.aria,t mempunyai fungsi ; 

a. pcnyiapan perumusan keb1jakan opcrasional tugas 

administrasi di lingkungan Sacpol PP ; 

b. pclaksanaan koordinasi penyusunan program 
kegi.atan, pelayanan adminislratif dan 

pcnyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 

r.erpadu ; 

c. pcmantauan, cvaluasi dan p<:laporan pclaksanaan 

tugas administrasi di lingkungan Satpol PP ; 

d. pengelolaan asel yang menjadi t~lnggung jawab 

Salpol PP; 
dl. pcnyusunan rencana program, pelaksanaan/ 

pengadaan serta pemeh.haraa:n sarana dan 

prasarana di llngkungan Dinas ; dan 

c. pelaksanaan lugas la_in yang bersiiaL kedinasan 

yang dibcrikan oleh KepaJa Satpol PP. 

3. Ketentuan huruf e ayal ( L) diubab dan diantara hurur e 

dan hurur f a_vat (l) Pasal 7 cl.isisipkan 1 (satu) huruf 

yakn1 huruf el, sehmgga PasaJ 7 secara keselw--uhan 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (ll huruf a mempunyai 

Lugas: 
a. melakukan penyusunan perencal'1aan program 

kerja dan evah.1asi pelaksanaan lugas-tugas pada 

Sub Bagian Umum dan Keuangan ; 



- 5 -

b melakukan urusan surat-mcnyuraL dan tata 

kcf1rsipan , 

c. rnelah."Ukan urusan rumah tangga dan keamaoan 

Kanlor; 

d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, 

upacara dan rapal cl.mas , 

e. me lakukan urusan penge ndalian tat.a usa.ha 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pengad:ministrasian dan perawatan barang-barang 

10ven1Aris Satpol PP sesuai keLentuai1 yang 

berlaku; 

e I menyiapkan bahan penyusunan rcncana program, 

melaksaaa.kan/mengadaka.n dan mcmelihara 

sarana dan prasarana di lingkungan Ratpol PP; 

f. melaksana.kan penatausahaan keuw1gan dan 

pcrtanggu.ngjawaban keuangan ; 

g. mclaksanakao administrasi dan pembayaran Gaji 

Pegawai. 

h. mengoordint1.$ikan dan menghimpun bahan-bahan 
untuk keperluan peoyusunan dok:um.en yang 

memua:t pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran olt:h pengguna anggaran daa 

perubaban.nya di lingkunga.n Satpol PP ; dan 

1. melaksanakan lugas lain yang bersifo.t kedinasan 

yang diberika.n olch Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Pcrcncanaan dan 

scbagahnaoa dimaksud dalam Pasal 

huruf b mempunyai tugas : 

Kepcgawa1an 

6 ayal (1) 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

kc rja dan evaluasl pclaksanaan Lugas pada Sub 

Bagian Perencanaan dan Kepcgawa_ian ; 

b. melakukan penyusunan perencanaan program , 

cvaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP; 

c. mengoordinasika n da□ menghimpun bahan-bahan 

untuk ke-perluan pen_yusunar, dokumen 

perencanaan dan penga.nggaran yang berisi 

r encana pcndapata.n, renc1:U1a bcla.nja program 

dan kegiaLan pcrangkaL daerah sena rencana 

pembia)aan sebagai dasar pen:\'usunan APBD clan 

perubahannya di lingkunga□ Salpol PP ; 



d. menyusun., mengolah clan memelihara data 

adrninislrttsi kcpegawaian serta data kcgiatan yang 

berhubungan dengan ke-pegawaian di lingkungan 

Sat pol PP, 

e. melakukan lugas Jain yang bcrsifal kedinasan 

yang dibenkan olch Sekretans. 

4 . Ketentuan hu.rur a, huruJ b, huruf c clan huruf d ayat (2) 

Pasal 14 diubah, sehmgga Pasal 14 sccara keseluruhan 

berbunyi scbagai berikut : 

Pa.sat 14 

( l) Bidang l'enanggulangan Kebakaran dan l'erlind ungan 

Masyarakat sebagaimana dimaksud d;l]am Pasal I 2 

ayat (1) hu.ruf a mempunyai tugas melaksanakan 

scbagian tugas Satpol PP yang mcliputi 

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di 
bidang pena.nggulangan kcbakaran clan pcrlindungan 

masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), 81dang Penanggulangan Kebaka:ra.n clan 

Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: 

a penyusunan bahan pcrumusan kcbijakan teknis di 

Bida ng Penanggulangan Kebaka:ran dan 

Pcrlindungan Masyarakat , 

b. penyusunan rencana program dan rencana kerja 

anggaran di bidang di Bidang Pc:nanggulangan 

f<ebakara n dan Perlindungan Masyarakal; 

c. pcnvuslman rencana program, pelaksanaan/ 

pengadaan sarana dan prasarana di Bidang 

Penanggulaogan Kebakaran dan Perlindungan 

Masyarakat : 

d. pt.>laksanaan pengumpulan, pengolahan duta dan 

informasi, mcnginventarisasi permasalahan sert.a 

mclaksanakan pcnyelesaian permasalahan yang 

be rkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan 

kcbakaran dan perlindung8n rnasyarakal ; 
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e. pelaksanaan penyiapaa bahan kebijakan, 

bimbingan dan pcmbinaan serta pctunjuk leknis 

yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pcnanggulangan kcbakaran dan perlindungan 

rnasyarakat ; 

f. pclaksanaan peny-usunan buhan 

koordinasi, dan fasilitasi 

m1tigasi/pcnccgahan kebakaran; 

g. pelaksanaan penyusunan bahan 

koordinasi, dan fasilitt-tsl 

penanggulangaa kcbakaran dan 

masyarakal ; 

h. pelaksanaaa penyusunan bahan 

kebijakan, 

pengelolaan 

kcbijakan, 

penanganan 

perlindungan 

kcbijakan, 

koordmas1. da.n fasilllas1 penanganan pasca 

pcnanggulangan kebakaran dan perlindungan 

masya.rakat , 

i. pelaksanaan pcnyusunan bahan kebijakan, 

koordinasl. dan fasilitasi kclembagaan pc11anganan 

penanggulangan kebakaraa dan perlindungan 

masyarakat ; 

j. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan 

pelatihan kepada anggota perlindungan masyarakat 

dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran 

dan pcrljndungan masyara.kat ; 

k. pelaksanaan koord.inasi anggota perlind\Jngan 

mosyarakat dan masyarakat clalam pclaksanaan 

penanggulangan kebakaran dan perljndungan 

masyarakat ; 

I. pelaksanaan penelitian dan pengcmbangan, 

koordinasi/ kcrjasama Linw.s sektoral dan advokasi 

d1 bidang penangguJangan kebakaran dan 

perlindungan masyarakal ; 

m. pelaksaoaan pernbinaan kesamaptaan dan 

pcmbenan pcnghargaan kcpada anggot.a satuan 

perljndungan masyarakal; 

n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lcrkait 

yang berhubungan dengan. pcnaaggulangan 

kebakarnn dan perlindungan masyarakat, clan 

o. pelaksanaan tugas lain yang ~rsifat kedinasan 

yAng dibcrikan oleh Kepala Satpol PP. 
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5. Ketentuan huruf f ayat (l I cliubah, diantara huruf f clan 

hurur g ayaL (I) disisipkan 1 (satu) h uruf y~ knl huruf fl 

dan hurur c ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga PasaJ 16 

sccara kcscluruhan bcrbunvi sebaga1 berikut: 

Pasal 16 

( 1) Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal l 5 avat ( l) huruf a mempunvai tugas: 

a. melakuk.a:n penyusunan perencanaan 

evaluasi pclaksanaan tugas tugas 

Pencegahan Kebakaran ; 

pn1gram dan 

pada Scksi 

b. melaksanakan kebijakt1n di bidang pcncegahan 

kebakaran ; 

c. melakukan inven tansa:s1 

pemadam kcbakaran 

dan kantor-kanlor 

berlakunya ; 

pada 

yang 

tcrhadap a.lat-alaL 

perusahaan, toko-toko 

t.elah habls masa 

d. melakukan urusan pcmadamim kcbakaran, 

pcnJagaan rutin, kewaspada.an/pengawasan 

Lerhadap bahaya kcbakaran dan perto.longan­

pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran ; 

c. melaksana.kan pembekalan pelalil1an 

penanggulangan kebakaran · 

f. melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran ; 

fl. menyiapkan bahan penvusunan rencana program, 

melaksanakan/mengadakan scrta mcmelihara 

sarana dan prasarana di bidang keba.karan , da11 

g. melaksanakan Lugas laln yang bersifat kedinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan 

I<eba.karan dan Perlindu:ngan Masyarakat. 

(2) Seksi Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran 

sebagairnana dimaksud daJam Pasa l l5 ayat ll) 

huruf a mcmpunyal lugas : 

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan rugas-tugas pada Seksi 

Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran . 

b. melaksanak.an kebijakan di bidang Penanggulangan 

dan Evaluasi Kebakaran ; 

c. melaksana.kan pcnyecliaan sarana dan prasarana 

penanggulangan kebakaran dan cvakuasi korban 

kcbakaran; 
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d. melaksanakan rugas lajn yang bersifal kedinasan 
yang diberikan olch Kcpala 81dang Penanggulangan 
Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. 

(3) Seksi Perlindungan Masyarakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayaL ( I) huruf b mcmpunyai 
rugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program dan 
evaluasi pelaksanaan tugas-Lugas pada Seksi 
Perlindungan Masyarakal; 

b. mcnyiapkan bahan pengkoordinasi pelaksanaan 
tugas di scksi saluan perlindungan masyarakat ; 

c. menyiapkan bahan pcnyusuna.n pedoman dan 
petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan 
rnasyarakat , 

d. menyiapkan bahan pembinaan perlindungan 
masyarakat , 

e. menyiapkan bahan penyusunao sta.ndarisasi 
kclengkapan sarana dan prasarana Pos Keainanan 
Llngkungan (Pos KamlingJ ; 

f. menyiapkan bahan penyusunan rencana 
oplimalisasi dan pcngerahan/mobilisasi anggota 
perlindungan masyarakat; 

g. menyiapkan bahan pemberdayaan da.n 
pemanfaatan anggota perlindungan masyarakat ; 

h menyiapkan bahan rekruitmen. pcmbinaa.n dan 
pemberdayaan a.nggola Perl.indungan Masyarakal ; 

1. menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia Perlindungan Masyarakal ; 

J. menyiapkan bahan pengadaan sarana dan 
prasarana pl'rlindungan masyarakal: 

k. menyiapkan bahan peni.ngkalan kesejahteraan 
anggota perl.indungan masyarakat; 

I. men.yiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib 
administrasi sistem pcrlindungan masyarakal ; 

m . menyiapkan bahan pelnksanaan koordmas1 
kebijakan operasional sistem dan implemenlasi 
fasilitasi pcrlindungan masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan Pilcaleg ; 

n. menyiapkan bahan pclaksanaan koordinasi 
pengamanan ketertiban ma!:>")'arakal dan 
penanganan masalah sosial kemasyarakalan ; 

o. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di 
seksi saluan pcrlindungan masyarakat ; 

p. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, 
pengawasan da;n pengeodalian di Seksi Satuan 
Perlindungan Masyarakat ; 
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q. menyiapkan 

pelaporan 

bahan monitoring, 

di Seksi Satuan 

Masyarakat ; dan 

evaluasi dan 

Perlindungan 

r. melaksanakan tugas lain yang bersifal kedinasan 

yang diberikan oleh Kcpala Bidang Penanggulangan 

Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat. 

PasalD 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 

pengundanga11 Peraturan Walikota 

memerinlahkan 

m1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada Langgal 14 September 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH, M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

SERITA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018NOMOR 39/G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Septem be r 2018 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M .Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADlUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
lAN HUKUM 

J;.~'t\,,,.l{ 

'l---=~-

Pembina 
SH 

NIP. 19750117 199602 1 001 


